INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 24 TAHUN 1999

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PADA MASA KRISIS

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : 
a. bahwa dalam rangka menyelamatkan dan menyehatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) khususnya akibat krisis moneter saat ini, yang berdampak atas kenaikan biaya operasional PDAM dan menurunnya tingkat operasional pelayanan air minum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah dalam peningkatan Kinerja PDAM pada masa krisis; 

b. bahwa upaya optimal untuk memenuhi pelayanan air minum sesuai target nasional untuk daerah perkotaan 80% dan daerah pedesaan 60% tercapai, perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan langkah-langkah kebijaksanaan yang mendorong peningkatan kinerja PDAM; 

c. bahwa guna meningkatkan kinerja PDAM untuk pencapaian pelayanan dan penyediaanair minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu memberikan petunjuk yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri; 

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 2901); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000; 

Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/2593/PUOD tanggal 12 Agustus 1998 perihal Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dimasa krisis yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I dan Bupati/ Walikotamadya KDH Tingkat II di Seluruh Indonesia;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 539/3518/PUOD tanggal 22 Oktober 1998 perihal Permasalahan Pengelolaan Perusahaan Air Minum dimasa krisis Daerah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas. 

MENGINSTRUKSIKAITI:

Kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia 

2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Indonesia. 

Untuk
PERTAMA: 
Mengembalikan bagian laba Pemerintah Daerah dari PDAM sebagai bagian kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada PDAM untuk pengembangan dan pemenuhan pelayanan air minum, sampai PDAM mencapai target pelayanan air bersih; 

KEDUA:
Membantu biaya beban sosial baik untuk pengurangan atau penghapusan biaya masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); 

KETIGA:
Melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana PDAM yang tidak menunjang peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga didapatkan arus kas yang memadai bagi keperluan operasi, pemeliharaan, penggantian dan pengembangan pada saat diperlukan; 

KEEMPAT:
Melakukan peningkatan pendapatan PDAM, diantaranya melalui penambahan penjualan air, menekan kehilangan air, mengoptimalkan kapasitas yang ada, dan sosialisasi pentarifan secara rasional; 

KELIMA:
Memperhatikan dan mengevaluasi penjadwalkan pinjaman PDAM yang akan atau telah jatuh tempo secara rasional; 

KEENAM:
Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah; 

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 17 Mei 1999 

MENTERI DALAM NEGERI. 

ttd. 

SYARWAN HAMID 

TEMBUSAN: 

1. Yth. Sdr. Ketua BEPEKA di Jakarta. 

2. Yth. Sdr. Menteri Negara PPN/ Ketua Bappenas di Jakarta. 

3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta. 

4. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. 

5. Yth. Sdr. Kepala BPKP di Jakarta. 

6. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 

7. Yth. Sdr. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 

8. Yth. Sdr. Direktur Jenderal BANGDA, Departemen Dalam Negeri di Jakarta. 

9. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan di Jakarta. 

10. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan di Jakarta. 

11. Yth. Sdr. Direktur Jenderal Cipta Karya, Depattemen Pekerjaan Umum di Jakarta. 

12. Yth. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I di Seluruh Indonesia. 

13. Yth. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat I di Seluruh Indonesia. 

14. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan ADB di Jakarta. 

15. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta. 

16. Yth. Sdr. Kepala Perwakilan USAID diJakarta. 

17. Yth. Sdr. Dirut Perusahaan Daerah Air Minum di Seluruh Indonesia. 

18. Yth. Sdr. Ketua Umum PERPAMSI. 

